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BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah untuk
pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan
standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bahwa dalam rangka mewujudkan anggaran vang efektif,
efesien dan ekonomis, perlu melakukan analisis standar
belanja dengan mempertimbangkan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu kegiatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan
peraturan bupati tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Aceh Tengah.

Undang- Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4351);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF KOORDINASI

Kenala Badan

Kahag Hukum

i 11. Peraturan....




Menetapkan :

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1446);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tengah Tahun 2008 Nomor 18);

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Tengah Tahun 2017-2022;

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Aceh Tengah Tahun 2017- 2022;

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
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Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah standar yang digunakan untuk menganalisis
kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam
menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk satu
tahun anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala
daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya vang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD,

Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
vang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yvang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu
program.

Belanja Tetap (Fixed Cost) adalah belanja yang nilainya tetap
untuk melaksanakan kegiatan sehingga tidak dipengaruhi
adanya perubahan volume maupun target kinerja.
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14. Belanja Variabel (Variable Cost) adalah belanja yang
jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah kegiatan
vang dihasilkan.

15. Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah setiap aktivitas yang
menimbulkan biaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk
digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan
biaya yang digunakan dalam melaksanakan
program /kegiatan oleh SKPD.
(2) Penyetaraan perhitungan anggaran program/kegiatan yang
sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

Pasal 3
Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk
meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan
kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB IlI
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) terdiri dari :
a. Deskripsi Kegiatan.
b. Persamaan Perhitungan Total Belanja Kegiatan.
c. Batasan Alokasi Rekening Objek dan Rincian Objek Belanja.

Bagian Kesatu
Deskripsi Kegiatan

Pasal 5

(1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari
kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik vang sama.

(2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pemberian nama kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam
RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persamaan Perhitungan Total Belanja Kegiatan
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Pasal 6

(1) Persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan metode yang
digunakan untuk menghitung belanja total dari kegiatan-
kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang
mempunyai karakteristik yang sama.

(2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-
kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang
mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari
total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan
total belanja kegiatan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Batasan Alokasi Rekening Objek dan Rincian Objek Belanja

Pasal 7

(1) Batasan alokasi rekening objek dan rincian objek belanja
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c berisikan
rekening objek dan rincian objek belanja yang diperkenankan
untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok
kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

(2) Rekening objek dan rincian objek belanja yang diperkenankan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
persentase rata-rata dan batas atas jumlah rupiah dari total
belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk
masing-masing rincian belanja kegiatan sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Rekening dan rincian objek belanja masing-masing kegiatan
yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan di
luar rincian objek belanja yang tercantum pada Batasan
Alokasi Rekening dan Rincian Objek Belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening objek dan
rincian objek belanja selain yang telah ditentukan pada
Batasan Alokasi Rekening Objek dan Rincian Objek Belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah
mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD.

(5) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi prosentase
jumlah rupiah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), apabila telah mendapatkan persetujuan dari
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Aceh Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Analisis
Standar Belanja Kabupaten Aceh Tengah, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 9 Juni 2023 M
20 Dzulkaidah 1444 H

@Fﬁ. BUPATI A TENGAH, A

L T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 9 Juni 2023 M
20 Dzulkaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
L . KABUPATEN ACEH TENGAH,"™

e

Q SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023 Nomor : l1Zl.



